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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur pemeluknya dalam segala aspek kehidupan melalui
syariah yang dituangkan dalam kaedah-kaedah dasar dan aturan-aturan. Semua
pemeluk Islam diwajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam
praksis kehidupan. Dengan demikian, sangatlah wajar bila interaksi antara sesama
umat Islam yang berdasarkan syariah perlu mendapat kajian yang serius karena
umat perlu panduan keilmuan supaya tidak salah berperilaku. Oleh karena itu,
perlu pengkajian aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari,
diantaranya yang berawal dari interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya
dalam hal ekonomi.

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah sesuatu yang lazim dilakukan
oleh para pelaku ekonomi." Walaupun demikian, meminjam untuk menanggung
kebutuhan hidup berupa makan dan minum dengan pinjaman yang terlalu besar,
tidaklah dianjurkan oleh Islam, sedangkan pinjaman yang berkaitan dengan harta
untuk modal usaha sangat dianjurkan.

Dengan demikian, keberadaan pinjam meminjam diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari, baik sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang pokok
maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Terutama pinjam meminjam

dalam bentuk uang. Pada kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang

" Ahmad Supriyadi, Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di
Kudus), Vol.3 No. 2, Juli-Desember 2010, Jurnal tidak diterbitkan.



itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman tidak bersedia
memberikan pinjaman tanpa adanya suatu kepastian tentang pelunasan pinjaman
tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak pemberi pinjaman akan meminta
jaminan kepada pihak peminjam sebagai kepastian untuk pelunasan atas pinjaman
yang diberikan.

Berdasarkan fenomena ini, timbul adanya lembaga keuangan yang
didirikan oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan suatu
perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum
Pegadaian. Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang
memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian dibolehkan dengan
syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak
perjanjian gadai. Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, masih terdapat
satu di antara banyak unsur yang dilarang oleh syara’, yaitu dalam upaya meraih
keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut biaya sewa, biaya administrasi,
atau biaya-biaya lain yang lebih lazim disebut dengan bunga.

Perum Pegadaian melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besar
beragama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang
berbasiskan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah tidak secara eksklusif
diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Islam saja namun diharapkan
juga pegadaian syariah dapat menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin
memperoleh dana secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan

umat.



Penyimpanan barang jaminan sementara milik peminjam sebagai jaminan
atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan, berarti barang yang
dititipkan pada peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu

tertentu, ini tercantum dalam QS Surat Al-Bagarah ayat 283:
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertagwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah: 283).%

Pengertian ayat tersebut, secara ekplisit menyebutkan barang tanggungan
yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam lembaga keuangan, barang
tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan atau dengan istilah

ar-rahnu juga disebut dalam salah satu hadist Nabi Muhammad Saw. yang

diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. yang berbunyi:

* Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989),
hlm. 71
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Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasul SAW bersabda: kendaraan
jaminan bisa ditunggangi dengan resiko membiayainya, hewan bisa
diminum air susunya, jika menjadi barang jaminan. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut, atas jasa penyimpanan barang jaminan dapat
menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah. Dalam gadai secara syari’ah,
tidak ada pembungaan uang pinjaman, melainkan biaya penitipan barang.
Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga
yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali
dan ditetapkan dimuka®.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut, maka Pegadaian Syariah UPC
Langsa Timur mengeluarkan produk pembiayaan Gadai Syari’ah untuk membantu
proses meminjam uang dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh
pinjaman. Dalam memberikan pembiayaan gadai kepada peminjam, Pegadaian
Syariah UPC Langsa Timur menggunakan akad ijarah.

Proses peminjaman uang di pegadaian syariah sangat mudah, masyarakat
hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang berharga (barang jaminan)
sebagai jaminan, kemudian uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang
tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, cukup dengan menyerahkan

sejumlah uang yang dipinjam dan surat bukti jaminan dengan waktu proses yang

’ Bukhari Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Jilid 11, (Bandung: CV
Diponegoro, tanpa tahun), hlm. 959

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), hlm. 130



tidak lama juga. Apabila rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pihak
pegadaian (murtahin) berhak melelang benda jaminan milik rahin.

Pelelengan barang merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun (barang
jaminan) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin.’
Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang
ditawarkan sesuai dengan taksiran barang second yang ada di pasar dan mungkin
ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di
pegadaian tersebut.

Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah dilakukan dengan
cara marhun dijual kepada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dengan
demikian, barang jaminan tersebut tidak diberikan kepada nasabah yang
melakukan kesepakatan harga pertama kali. Perbedaan prosedur pelelangan di
pegadaian syariah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di
pegadaian syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul, ”Pelelangan Barang Jaminan Pada Pegadaian

Syariah UPC Langsa Timur Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat
diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan proses lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah

UPC Langsa Timur?

5 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 18



2. Apakah pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPC Langsa

Timur telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui proses pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPC
Langsa Timur serta kesesuaian pelaksanaannya menurut fatwa Dewan Syariah
Nasional. Tingkat kesesuaian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur
dalam menentukan langkah pegadaian selanjutnya untuk meningkatkan kinerja

dan menciptakan kualitas yang terbaik.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Perusahaan Umum Pegadaian
Syariah UPC Langsa Timur dalam menyempurnakan sistem dan prosedur
operasionalnya, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya pada
masyarakat.

2. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai tambahan
informasi bagi mahasiswa lainnya.

3. Penambahan wawasan atau memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana
prosedur pelelangan barang jaminan menurut fatwa dewan syariah nasional.

4. Menambahkan ilmu dan pemahaman bagi penulis tentang pelelangan barang

jaminan khususnya menurut fatwa dewan syariah nasional.



E. Pengertian Istilah

Untuk menghindari terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah
yang terdapat dalam judul skripsi, maka penulis terlebih dahulu memberikan
penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.
1. Pelelangan

Pelelangan adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara
langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara
lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.’
Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi menambahkan, Pelelangan adalah
salah satu jenis jual beli, di mana pembeli menawarkan barang di tengah
keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai
pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli
tersebut mengambil barang dari penjual”.” Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa pelelangan adalah proses penjualan barang yang dilakukan di muka umum

dengan cara penawaran lisan atau dengan penawaran harga secara tertulis.

2. Barang Jaminan

Barang jaminan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak
milik.® Menurut penulis, barang jaminan adalah harta yang dimiliki oleh rahin
yang diberikan kepada murtahin untuk proses transaksi perjanjian pinjam

meminjam.

6 http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/pengertian-sifat-asas-tahapan-lelang.html.

diakses pada tanggal 14 Juni 2013

7 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Figh Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta:
Darul Haq, 2004), him. 110.

¥ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, (Bandung:Bumi Aksara, 2006), hlm. 33



3. Pegadaian Syari’ah

Pegadaian syariah adalah suau badan usaha di Indonesia yang secara resmi
mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa
pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai
secara syariat.” Dengan demikian, pegadaian syari’ah merupakan salah satu
lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di masyarakat

khususnya pada praktek gadai dalam bentuk utang piutang yang sesuai syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat
sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana pada tiap-tiap babnya
terbagi atas beberapa sub bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. "

Bab kesatu merupakan pendahulan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, dan
sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh
isi skripsi.

Bab kedua merupakan metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis
penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis data.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang barang jaminan menurut
fatwa dewan syariah nasional meliputi pengertian jaminan, harta-harta yang dapat

dijadikan barang jaminan, syarat barang jaminan, landasan hukum barang

? Susilo Y. Sri, dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta, Salemba Empat,
1999), him. 132

' O Setiawan Djuharie, Pedoman Penulis Skripsi, Tesis, Disertasi, (Bandung: PT Yrama
Widya, 2001), hlm. 70-71.



jaminan, ketentuan barang jaminan menurut Undang-Undang (UU) dan hukum
Islam, dan pelelangan barang jaminan menurut fatwa dewan syariah nasional.

Bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan
peneliti pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur. Pada bagian ini membahas
gambaran umum lokasi penelitian, sejarah berdirinya Pegadaian Syariah UPC
Langsa Timur, produk-produk Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur, prosedur
peminjaman dan pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPC Langsa
Timur, dan analisa penulis.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berisikan temuan-temuan yang diperoleh saat penelitian yang terkait
dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan
merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah
ditetapkan sebelumnya secara subtantif dan berhubungan dengan temuan-temuan
penelitian. Saran-saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan
penelitian. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi

penelitian.
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